BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN

DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang :

Mengingat :

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan peran dan tanggung
jawab pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintahan
Daerah, sehingga perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang
memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

bahwa besarnya tunjangan transfortasi pimpinan dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan tidak sesuai dengan perekonomian saat ini akibat
terjadinya kenaikan harga barang dan jasa diberbagai sektor,
sehingga perlu dilakukan penyesuaian,

bahwa sesuai dengan hasil Laporan Kajian Jasa Appraisal
Tunjangan Transfortasi bagi pimpinan dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Nomor 00442/2.0174-00/P1/11/0580/1/V/2022 yang
dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Patuh
Ansori Rahman dan Rekan, sehingga besaran Tunjangan
Transfortasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan
huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun
2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten

Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor
1);

Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 53 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 53)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2020 Nomor 12);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun
2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 53) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah dan ayat (7) dihapus,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRD.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, maka
Pimpinan DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi.

(3) Tunjangan transfortasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan,
dengan perincian sebagai berikut :

a. Pimpinan DPRD masing-masing, sebagai berikut :

1. Ketua sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta
rupiah) per bulan; dan

2. Wakil Ketua sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas
Jjuta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

b. Anggota  DPRD masing-masing  sebesar  Rp.
11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) per
bulan.

(4) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dapat diberikan secara bersamaan
dengan kendaraan dinas jabatan.

(5) Dalam hal besaran tunjangan transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melebihi besaran tunjangan
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
Sulawesi Tengah dan dalam peraturan perundang-
undangan ditentukan besaran tunjangan transportasi
untuk Pimpinan dan Anggota DPRD maka dilakukan
penyesuaian.



(6) Besarnya tunjangan transfortasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dan huruf b, untuk masing-masing
Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(7) Dihapus.

Pasal IT

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Mei 2022

BUPATI BANG EPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 13 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

/
SLIMOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022 NOMOR 14



